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  Kata Pengantar  LIPP 

Kata 
Pengantar 

 
uji Syukur Saya Panjatkan Kehadirat Allah SWT. Yang telah 
memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga laporan 
Implementasi Proyek Perubahan ini dapat  diselesaikan. Proyek 
Perubahan ini merupakan proyek yang digagas sebagai 
Transformasi Digital Penanganan Tindak Pidana Ringan Pada 

PPNS Satpol PP Propinsi/Kabupaten melalui e-PPNS. E-PPNS merupakan 
program aplikasi sistem yang di kembangkangkan untuk integrasi data dalam 
informasi tindak oidana ringan di bawah koordinasi Korwas PPNS Bareskrim Polri 
yang bekerjasa dengan Stakehoder di lingkungan pemerintah Republik Indonesia 
sehingga di harpakan terjadinya integrasi data. 
 

Proyek perubahan ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan 
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022, yang 
diselenggarakan oleh  Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 
bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian 
Dalam Negeri. 
 

Proyek perubahan ini akan terus dilanjutkan baik Jangka Menengah maupun 
Jangka Panjang untuk melanjutkan ke Stakeholder lainnya di Kawasan Seluruh 
Indonesia Khusunya Satpol PP. Penyusunan proyek perubahan ini project leader 
mendapatkan bimbingan dari coach Dr. Dodi Riyadmadji M.M. serta Mentor 
Bapak KBP. Anjar Wicaksono S, S.I.K , M.A.P yang juga menjabat sebagai 
Kabagminsidik Bareskrim Polri. Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan 
semua pihak yang telah membantu pelaksanaan proper antara lain Kapusiknas 
Bareskrim Polri BJP. Heru Dwi Pratomo, S.H, M.H, Kasatpol PP Pemprop DKI 
Jakarta, Ditjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Pusikdiknas 
Bareskrim Polri, Para Kabag Rokorwas Bareskrim Polri,  Anggota Team Efektif, 
Ibunda tercinta Soekini dan Istri saya tercinta Indah Hidayanti, S.E. anak-anakku 
Andeara Reicha Putri Bayu, Muhammad Satria Airlangga Putra Bayu dan Adinda 
Kartika Putri Nusantara yang selalu memberikan dukungandan doa dalam 
menyusun dan menyelesaikan Proyek Perubahan  serta semua pihak lainnya atas 
dukungan sehingga memudahkan penulis untuk berkoordinasi  dan 
mengkomunikasikan gagasan proyek perubahan ini kepada para stakeholders. 
 

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu 
Widyaiswara, narasumber dan teman-teman Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang senantiasa memberikan semangat 
dan motivasi dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. 
 
Jakarta,         Desember  2022 
Bayu Nusantara Herminto, S.H., M.H. 
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        Presiden Joko Widodo mendesak agar standar pelayanan publik ditingkatkan dan 
terus berinovasi dalam melayani masyarakat. Jokowi  menegaskan tidak akan ada toleransi 
bagi pelayanan publik yang lambat dan tidak ramah. Jokowi meminta agar semua pihak 
berkomitmen dan bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima. Jokowi 
berharap inovasi pelayanan publik, digitalisasi, dan upaya mempermudah akses dalam 
pelayanan yang telah dilakukan di masa pandemi akan terus ditingkatkan. 
 
        Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) merupakan institusi diluar POLRI yang bertugas untuk membantu Kepolisian dalam 
melakukan penyidikan. PPNS memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam proses 
penegakkan hukum pidana yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang di 
Lingkungan Pemerintah, termasuk dalam penegakkan Peraturan Daerah. 
 
          Dalam tupokis Korwas PPNS pada saat ini mengalami berbagai permasalahan yaitu 

Trasformasi Digital Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan pada PPNS Satpol PP 

Provinsi/Kabupaten melalui Aplikasi e-PPNS, Pendataan data TIPIRING yang dilakukan 

oleh Satpol PP masih Manual, Belum terintegrasinya Laporan Satpol PP khususnya untuk 

TIPIRING, Kemampuan Penyidik dalam hal Informasi data dari Satpol PP belum Optimal 

serta Kinerja Satpol PP dalam hal informasi data dan Laporan Tipiring belum sepenuhnya 

diberdayakan. 

 
         Proyek perubahan ini merupakan proyek yang dirancang dalam menjawab 

permasalahan belum terintegrasinya data pelaporan TIPIRING Satpol PP Di Indonesia 

sehingga integrasi belum optimal, permasalahan lainnya adalah Trasformasi Digital Proses 

Penanganan Tindak Pidana Ringan pada PPNS Satpol PP Provinsi/Kabupaten melalui 

Aplikasi e-PPNS, Pendataan data TIPIRING yang dilakukan oleh Satpol PP masih Manual, 

Belum terintegrasinya Laporan Satpol PP khususnya untuk TIPIRING, Kemampuan PPNS 

dalam hal Informasi data dari Satpol PP belum Optimal, Kinerja Satpol PP dalam hal 

informasi data dan Laporan Tipiring Belum Sepenuhnya Di berdayakan. Pada proyek 

Perubahan Projet Leader merancang Solusi invoatif yaitu Analisis Kebijakan untuk Integrasi 

Sistem e-PPNS terhadap Laporan & integrasi data dari Satpol PP, Penyempurnaan Sistem 

Database Untuk Integrasi Laporan TIPIRING Dari Satpol PP, Pembuatan SOP sistem 

Integrasi laporan TIPIRING dari Satpol PP, FGD dengan Internal PPNS Untuk Formulasi 

Sistem, Peningkatan Kompetensi Satpol PP dalam SDM Digital, Pembuatan Buku 

Pedoman Manual. 

 

            Implementasi e-PPNS pada Satpol PP, Anggaran Pengembangan Aplikasi. Proyek 
perubahan diharapkan dapat Menciptakan Kolaborasi dalam Penanganan Tipiring Di 
Indonesia, Menciptakan Integrasi data dan informasi dalam laporan TIPIRING, Membantu 
pemerintah dalam Penegakkan Pidana Ringan, Memberikan rasa aman bagi masyarakat 
yang terdampak TIPIRING, Sebagai sumber data referensi untuk permohonan SKCK & 
Permohonan visa luar negeri serta Permintaan data khusus lainnya kepada 
pemerintah/Lembaga/Badan/Perusahan/Swasta. 

  ABSTRAK 
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residen Joko Widodo mendesak agar standar pelayanan publik 
ditingkatkan dan terus berinovasi dalam melayani masyarakat. Jokowi  
menegaskan tidak akan ada toleransi bagi 
pelayanan publik yang lambat dan tidak 
ramah. Penyelenggara pelayanan publik 
harus makin baik, tuntutan masyarakat 

terus meningkat, tidak akan ada toleransi bagi yang 
pelayanannya lambat, berbelit-belit, tidak ada tempat 
bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsi. 
 
         Penyelenggara pelayanan publik harus makin baik, 
tuntutan masyarakat terus meningkat, tidak akan ada 
toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit, 
tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsi. Jokowi 
meminta semua pihak jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakan 
saat ini. Jokowi meminta lembaga pelayanan publik harus terus berinovasi dalam 

melakukan 
pelayanan 

publik. 
Lembaga 

pelayanan 
publik tidak bisa lagi bekerja biasa biasa saja, harus segera mengubah cara berpikir, 
mengubah cara merespon, mengubah cara bekerja, orientasinya harus hasil untuk 
mewujudkan pelayanan yang prima memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat 
dengan cepat dan tepat. Jokowi meminta agar semua pihak berkomitmen dan 
bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima. Jokowi berharap 
inovasi pelayanan publik, digitalisasi, dan upaya mempermudah akses dalam 
pelayanan yang telah dilakukan di masa pandemi akan terus ditingkatkan. Upaya-
upaya transformasi yang dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk 
mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi. 
 
 
 
 
 

BAB I 
RENCANA PROYEK PERUBAHAN 

A 

P 

“Amanat Presiden Republik Indonesia : 
Inovasi Pelayanan Publik” 
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enderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengusung 
Roadmap Transformasi yang bertema 
"Transformasi Menuju Polri yang Presisi" ada 
empat bagian besar program prioritas yang 
akan menjadi tantangan dalam kepemimpinan 
Jenderal Polisi Listyo, di antaranya adalah 

transformasi organisasi, transformasi operasional, 
transformasi pelayanan publik, dan tranformasi 
pengawasan. 
 

Dalam aspek transformasi organiasi, Polri akan 
menerapkan perubahan teknologi kepolisian modern di Era 
Police 4.0. Modernisasi kepolisian menjadi hal yang mutlak 
untuk menuju profesionalitas polisi. Profesional juga berarti 
kepolisian wajib menuntaskan reformasi internal Polri termasuk penanganan 
kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal. 

 
         Dalam aspek transformasi operasional, kami melihat yang perlu menjadi 
perhatian khusus adalah pemantapan dukungan Polri dalam penangan COVID-19. 
Hingga hari ini, kasus COVID-19 nyaris mencapai 1 juta kasus. Peran Polri sangat 
penting dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Dari segi tranformasi 
pelayanan publik, polisi modern harus mampu memberi pelayanan kepada 
masyarakat yang cenderung instan, responsif, sehingga menciptakan stigma positif 
atas kinerja aparatur kepolisian. 
 
          Peningkatan kualitas Polri adalah wujud sinergi antara sumber daya manusia 
dengan teknologi yang menjadi energi dasar untuk meningkatkan pelayanan serta 
memantapkan komunikasi publik. "Yang paling penting, Polri secara institusi mampu 

memodernisasi mindset, culture set, strategi, instrumentasi, dan infrastruktur yang 
dimiliki dengan mengedepankan pendekatan humanis dan menjunjung tinggi nilai-nilai 
moralitas. Adapun dalam aspek tranformasi pengawasan, langkah progresif 
masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap Polri (Public 

Complaint) dalam rangka penguatan fungsi pengawasan. 
 
epolisian Negara Republik Indonesia dibawah pimpinan Jenderal Polisi 
Drs. Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk membawa POLRI yang 
bertransformasi PRESISI (Predictive, Responsibilitas & Transparansi 

Berkeadilan).  
Kepolisian 

Republik 
Indonesia 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai perlindungan, pengayom dan pelayan 
masyarakat seharusnya mempunyai kapasitas pengetahuan dalam memahami 
produk hukum dan menghindari dampak negatif yang di timbulkan dari tindakan 
kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

J 

“Inovasi Pelayanan Publik” 

“Program Roadmap Polri Presisi” 

K 
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Mengusung jargon Presisi yaitu (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, 
Berkeadilan), ada 16 
program prioritas Sigit 
sebagai Kapolri. Lewat 
akun instagram Divisi 
Humas Polri, berikut 16 program unggulan tersebut. 
 

• Penataan Kelembagaan. 

▪ Perubahan Sistem dan Metode Organisasi. 

▪ Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0. 

▪ Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0. 

▪ Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 

▪ Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum. 

▪ Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19. 

▪ Pemulihan Ekonomi Nasional. 

▪ Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional. 

▪ Penguatan Penanganan Konflik Sosial. 

▪ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri. 

▪ Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi. 

▪ Pemantapan Komunikasi Publik. 

▪ Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan. 

▪ Penguatan Fungsi Pengawasan. 

▪ Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint). 

 
Reformasi Birokrasi Nasional telah digulirkan oleh Pemerintah dalam rangka 
meningkatkan kinerja lembaga-lembaga Negara (termasuk Polri) menuju 
Pemerintahan yang baik (good government), bersih dan bebas dari KKN. Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga Negara dalam kontek 
Administrasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
mempunyai Fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan masyarakat agar Polri mendapatkan dukungan dan tempat dari 
masyarakat. 
 
Guna mengantisipasi hal itu, Kapolri menyebut, akan mendigitalisasi seluruh sistem 
pelayanan publik di Korps Bhayangkara. Pernyataan dan ide yang disampaikan  oleh  
Kapolri Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan arah bagi sistem di kepolisan yang mulai 
melakukan transformasi secara digital yang selalu adaptif dengan perubahan jaman 
ke arah Revolusi Industri 4.0., berbasis data dan teknologi. Polri ke depan harus 
mendukung inovasi dan industri kreativitas yang memberikan konstribusi kepada 
perubahan maupun kemajuan kehidupan masyarakat menuju Polisi yang 
berwawasan Revolusi Industri 4.0. 
 
Kualitas anggota Polri harus ditingkatkan sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0. 
Proses pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri harus memanfaatkan teknologi 
informasi dan digitalisasi agar diperoleh keuntungan organisasi pendidikan berupa 
efisiensi. peningkatan kualitas Polri yang sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0 itu 
penting untuk interoperabilitas komunikasi Polri dan pihak lain. Keuntungan lain 

“Program Polri Presisi Dalam 
Transformasi Digital” 



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

adalah pengajaran kepada peserta didik atas pemanfaatan teknologi informasi dan 
digitalisasi dalam penugasan selanjutnya di wilayah Polda seluruh Indonesia.  Polri 
harus dapat mengantisipasi peluang dan ancaman yang ditimbulkan dari Revolusi 
industri 4.0 Perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0 bisa meningkatkan 
kecanggihan sarana-prasarana Polri namun pada saat bersamaan dapat pula 

menimbulkan jenis kejahatan baru. 
 
ualitas anggota Polri harus ditingkatkan sejalan dengan era Revolusi 
Industri 4.0. Proses pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri harus 
memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi agar diperoleh 
keuntungan organisasi pendidikan berupa efisiensi. peningkatan kualitas 
Polri yang sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0 itu penting untuk 

interoperabilitas komunikasi Polri dan pihak lain. Keuntungan lain adalah pengajaran 
kepada peserta didik atas pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam 
penugasan selanjutnya di wilayah Polda seluruh Indonesia.  Polri harus dapat 
mengantisipasi peluang dan ancaman yang ditimbulkan dari Revolusi industri 4.0 
Perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri bisa meningkatkan kecanggihan 
sarana-prasarana Polri namun pada saat bersamaan dapat pula menimbulkan jenis 
kejahatan baru. Revolusi 
industri 4.0 sebagai 
transformasi teknologi 
akan secara serius 
berdampak terhadap 
proses manajemen sumber daya manusia karena lingkungan organisasi yang 
berubah. Peningkatan kemampuan bagi anggota Polri menjadi hal yang perlu 
diprioritaskan, namun tidak hanya fokus kepada hard skill , tetapi juga pembentukan 
dan peningkatan soft skill yang mumpuni untuk menghadapi segala dinamika yang 
berkembang dimasa yang akan datang.Pengembangan big data, rekrutmen anggota 
Polri yang berkualitas, manajemen talenta Polri, manajemen kinerja, peningkatan 
kemampuan berbasis teknologi serta Jobdesc merupakan Strategi Polri yang tepat 
sasaran untuk menghadapi tantangan di era Revolusi Industri 4.0. Polri yang berperan 
dalam mewujudkan kemanan dan ketertiban dalam masyarakat tentunya perlu 
merespon terhadap berbagai dampak dari perkembangan revolusi industri 4.0, 
terutama terhadap profesionalitas dan kesiapan SDM dalam menghadapi berbagai 
perkembangan kejahatan yang makin modern dan canggih. 
       

Kemampuan kreativitas dan daya inovasi anggota polisi sangat strategis 
didalam mengantisipasi dan merespons fenomena sosial yang bisa menimbulkan 
berbagai bentuk kejahatan. Pergeseran SDM menuju digitalisasi, dan teknologi 
informasi merupakan tantangan yang perlu direspons oleh setiap pimpinan Polri 
sehingga menghasilkan strategi yang komprehensif dalam menjawab tantangan era 
revolusi industri 4.0. Meningkatnya kompleksitas peran dan tanggung jawab tentunya 
dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam 
menghadapi industri 4.0. dan organisasi perlu memprioritaskan kepada pendekatan 
“human centre approach”, yang menempatkan sumber daya manusia dalam sistem 
fisik cyber dan memandang teknologi sebagai metode untuk mendukung kompleksitas 
yang dihadapi tenaga dimasa depan. Era revolusi Industri 4.0 membuka kesempatan 
bagi sumber daya manusia (SDM) untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan 
perkembangan teknologi terkini. Untuk itu diperlukan pelaksanaan program 
peningkatan ketrampilan (up- skilling) atau pembaruan ketrampilan (re-skilling) bagi 

K 

“Tantangan Pengembangan SDM 
Polri Di Era Revolusi Industri 4.0” 
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sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan dunia kerja saat ini. Namun demikian 
kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya terkait dengan hal yang teknis tapi hal yang 
non teknis harus menjadi perhatian. 

 
ndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP tidak dijelaskan 
mengenai tindak pidana yang ringan. Namun dalam KUHAP ditentukan 
mengenai patokan tindak pidana ini berdasarkan ancaman pidana yang 
bisa diberikan, Yang diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan tindak 
pidana ringan adalah tindakan atau perkara yang ancamannya pidana 

penjara maksimal 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500 dan penghinaan 
ringan.Jadi bisa dikatakan bahwa tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang 
hukumannya adalah penjara maksimal 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 
7.500 dan penghinaan ringan. 

 
           Tindak pidana ini diatur dalam 
beberapa pasal yaitu Pasal 373, 364, 
379, 407, 384 dan Pasal 482 KUHP. 
Salah satu contoh tindak pidana 

ringan adalah membuang sampah sembarangan. Aturan mengenai larangan untuk 
membuang sampah sembarangan termasuk dalam tindakan ringan yang diatur dalam 
aturan daerah. Contohnya seperti yang sudah ada Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah 
DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum. Dalam aturan tersebut 
dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk membuang dan menumpuk sampah di 
jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang bisa merusak kebersihan dan 
keindahan lingkungan. Selain itu, contoh lainnya seperti penghinaan ringan, pencurian 
ringan, penganiayaan ringan, perusakan ringan, penggelapan ringan dan yang 
lainnya.Tindak pidana ringan sendiri merupakan sebuah tindakan yang ditentukan 
berdasarkan ancaman pidananya. Dalam hal ini ancaman tindak pidananya akan 
menjadi ukuran untuk pelaksanaan acara pidana ringan. 
 
       Jika ketentuan yang ada dalam Pasal 205 ayat 1 KUHP dihubungkan dengan 
ketentuan mengenai penahanan pada Pasal 21 ayat 4 KUHP yang menyatakan 
bahwa penahanan hanya bisa dilakukan pada tersangka yang diancam dengan 
pidana lima tahun penjara atau lebih maka bisa dikatakan bahwa dalam ancaman 
tindak pidana ringan dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara tidak bisa dilakukan 
penahanan. 

 
 
alam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) merupakan institusi diluar POLRI yang bertugas 
untuk membantu Kepolisian dalam melakukan penyidikan. PPNS 
memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam proses 
penegakkan hukum pidana yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

undang di Lingkungan Pemerintah, termasuk dalam penegakkan Peraturan Daerah. 
Dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya tersebut, PPNS 
harus memahami dan 
menguasai seluruh bidang 
tugas yang ada di Kementerian dan Lembaga masing-masing, serta bersinergi dan 
saling mendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk 

U 

“Tindak Pidana Ringan 
(TIPIRING)” 

D 
“Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS)” 
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mendukung hal tersebut dan dalam rangka persamaan pemahaman tentang tugas 
dan tanggung jawab. 
 
Sebagai Pejabat yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM yang mengemban 
fungsi kepolisian dalam membantu Polri dan melaksanakan kewenangan berdasarkan 
Undang-undang masing-masing, PPNS juga selanjutnya secara fungsi diawasi dan 
dibina oleh Polri selaku Korwas PPNS namun tetap bertanggung jawab kepada 
Pimpinan Kementerian/Lembaga tempat PPNS bekerja, untuk itu pada kesempatan 
ini, Kakanwil dalam sambutannya mengingatkan dua hal terkait keabsahan 
pelaksanaan tugas seorang PPNS yang sering terabaikan yaitu seorang calon pejabat 
PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut 
agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, serta yang kedua 
pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS dilaksanakan dalam 
waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menkumham mengenai 
pengangkatan Pejabat PPNS diterima Meneteri atau Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian yang membawahi PPNS tersebut. 
 
 

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT 

MABES POLRI 
 

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Korwas PPNS dipimpin oleh seorang Kepala 
Biro Korwas PPNS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  

• pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS; 

• pemberian bantuan penyidikan kepada PPNS;  

• pelaksanaan kerjasama dalam pembinaan PPNS mulai dari pendidikan calon 

PPNS;  

• pendataan jumlah PPNS sampai dengan pelaksanaan operasional penyidikan. 

Dalam melaksanakan tugas, Rokorwas PPNS dibantu oleh: 

• Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) bertugas menyusun dan 

menyiapkan rencana pelaksanaan analisis dan evaluasi, penyelenggaraan 

pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS; 

• Bagian Pembinaan PPNS (Bagbin PPNS) bertugas menyusun dan menyiapkan 

rencana pelaksanaan analisis dan evaluasi menyelenggarakan kerja sama 

pembinaan penyidikan kepada PPNS;  

• Bagian Bantuan Operasi (Bagbanops) bertugas menyusun dan menyiapkan 

rencana pelaksanaan analisis dan evaluasi bantuan penyidikan kepada PPNS;  

• Bagian Administrasi Personel PPNS (Bagminpers PPNS) bertugas 

menyelenggarakan administrasi dan rekomendasi pengangkatan PPNS, 

pendataan PPNS dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. 

• Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan 

ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materil. 

 
Adapun struktur organisasi Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dapat dilihat sebagai 
berikut: 
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Korwas PPNS Bareskrim Polri merupakan lembaga yang bertugas sebagai 

pelaksana komitmen antara Direkorat Jenderal Bina Administras Kewilayahan 
Departemen Kementerian Dalam Negeri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBAR  1. STRUKTUR ORGANISASI BIRO KORWAS PPNS 

BARESKRIM POLRI 
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GAMBAR  2. KOMITMEN BERSAMA DIRJEN ADM KEWILAYAHAN DEPDAGRI 

DENGAN POLRI 
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Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan matrix SOAR dengan hasilnya 
dapat di lihat pada tebel di bawah ini : 

Tabel 1 Hasil Matrix SOAR 

 

Sumber : Data diolah penulis 

5

1.

STRENGHT (S) OPPORTUNITY (O)INTERNAL/ 
EKSTERNAL

ASPIRATION  (A)

RESULT  (R)

STRATEGY  (SA)

1. Melakukan Langkah Strategis dalam
membantu pemerintah untuk penindakan
TIPIRING

2. Melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder 
terkait dalam TIPIRING

1. Peran Korwas PPNS Bareskrim harus di 
optimalkan untuk menjangkau
kemungkinan terjadinya tindakan

TIPIRING
2. Melakukan Inovasi sistem efektivitas, 

efisiensi serta fleksibllitas dalam
TIPIRING

1. Pemenfaatan Inovasi sistem dalam
integrasi tugas dan fungsi Bareskrim

2. Membantu pemerintah dalam fungsi

penindakkan TIPIRING

1.Mengembangkan MOU & dalam bentuk
kegiatan bersama yang terintegrasi , 
membuat SOP serta pelatihan kompetensi

SDM (Transfer knowledge )
2.Membuat kegiatan bersama stakeholder 

secara terkoordinasi dalam Strategi 
Pengakkan Hukum TIPIRING

1. Program prioritas Kapolri (Presisi).

2. Dukungan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

3. Sarana dan prasarana yang mendukung. 

4. Perkap.

1. Dukungan dasar hukum UU TIPIRING

2. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi

3. Perkap No 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan

Kepolisian

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama serta

efektifitas dengan mengikutsertakan Lembaga 

Pemerintah

2. Mudah memperoleh data dan informasi dalam

penelusuran, pengamanan dan pengembalian

hasil kejahatan.

3. Penyajian data dan informasi dari e-PPNS dan 

stakeholders lain lebih detail dan fokus

4. Koordinasi dan konsultasi informasi hasil

analisa untuk merumuskan konstruksi hukum

secara bersama-sama.

1. Kerjasama Korwas PPNS dan stakeholders

dalam penegakan hukum TIPIRING

2. Terwujudunya tujuan Pemerintah dalam rangka

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Terciptanya aparat penegak hukum sebagai

kepemimpinan strategis, berintegritas dan 

kapabilitas pada organisasi pembelajaran..

STRATEGY  (OA)

STRATEGY  (SR) STRATEGY  (OR)

Analisis Permasalahan 
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GAMBAR 3 : ALUR PIKIR PROYEK PERUBAHAN 

 

 
 

88

Buku Pedoman

Kebijakan, 

FGD & SOP

• Transformasi
• Integrasi
• Tatakelola
• Kolaborasii

Inovasi Sistem

Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Diharapkan

1. Belum optimalnya Penerapan 

Aplikasi e-PPNS

2. Pendataan data TIPIRING yang 

dilakukan oleh Satpol PP masih 

Manual

3. Belum terintegrasinya Laporan 

Satpol PP khususnya untuk 

TIPIRING

4. Kemampuan Penyidik dalam hal 

Informasi data dari Satpol PP belum 

Optimal

5. Kinerja Satpol PP dalam hal 

informasi data dan Laporan Tipiring

Belum Sepenuhnya Di berdayakan

1. Penerapan Aplikasi e-PPNS 

Menjadi Optimal

2. Pendataan data TIPIRING yang 

dilakukan oleh Satpol PP melalui 

Sisitem Digital

3. Terintegrasinya Laporan Satpol PP 

khususnya untuk TIPIRING

4. Kemampuan Penyidik dalam hal 

Informasi data dari Satpol PP 

menjadi Optimal

5. Kinerja Satpol PP dalam hal 

informasi data dan Laporan Tipiring

dapat Sepenuhnya Di berdayakan

1. Belum sempurnanya sistem yang

dikembangkan dalam e-PPNS

2. Satpol PP belum memahami Kepentingan

e-PPNS bagi data nasional
3. Peran kepemimpinan Digital dalam

Integrasi data TIPIRING Satpol PP belum

terkelola dengan baik

4. Kemampuan SDM dalam menggunakan

e-PPNS sebagai Teknologi Informasi

PENYEBAB MASALAH
(KONDISI SAAT INI)

SOLUSI INOVATIF

1. Analisis Kebijakan untuk Integrasi
Sistem e-PPNS terhadap Laporan &
integrasi data dari Satpol PP

2. Penyempurnaan Sistem Database
untuk Integrasi Laporan TIPIRING Dari

Satpol PP
3. Pembuatan SOP sistem Integrasi

laporan TIPIRING dari Satpol PP

4. FGD dengan Internal PPNS dan Satpol
PP yang ada di Ditjen Bina Adms Kewil

Kendagri/Dir Satpol PP&Limas untuk
Formulasi Sistem

5. Peningkatan Kompetensi Satpol PP

dalam SDM Digital
6. Pembuatan Buku Pedoman Manual

7. Kordinasi dan Pengawasan oleh Biro
Kowas PPNS Bareskrim Polri

8. Implementasi e-PPNS pada Satpol PP

9. Anggaran Pengembangan Aplikasi

KONDISI YANG DIHARAPKAN

TERJADINYA KOLABORASI DALAM

MEMBERIKANINFORMASI YGCEPATTERKAIT

DGNDATATIPIRINGPADAPPNSSATPOLPP
YANGMELAKUKAN PENEGAKAN HUKUMKPD

PIMPINAN/ PEMERINTAH,ANTARALAIN:

MANFAAT
1.Menciptakan Kolaborasi dalam

Penanganan Tipiring Di Indonesia

2.Menciptakan Integrasi data dan informasi

dalam laporan TIPIRING
3.Membantu pemerintah dalam Penyajian

Penegakkan Pidana Ringan
4.Sebagai sumber data referensi untuk

permohonan SKCK

5.Permohonan visa luar negeri
6.Percepatan Permintaan data khusus kpd

pemerintah/Lembaga/Badan/Perusahan/
Swasta

AKIBAT JIKA MASALAH TIDAK DISELESAIKAN

1. Tidak terwujudnya Reformasi tata Kelola data di Lingkungan pemerintah Indonesia
2. TIPIRING yang terjadi di lingkungan & Pengamatan Satpol PP tidak terlaporkan

dengan baik
3. Polri presisi belum dapat terwujud dengan baik

4. Digitalisasi penegakkan hukum tidak dapat tercipta

5. Aplikasi E-PPNS yang dikembangkan oleh Pusiknas Bareskrim Polri dan Biro
Korwas PPNS Bareskrim Polri belum dapat dimanfatkan secara maksimal oleh

Kementerian / Lembaga sebagai data base.

Bekerjasama dengan stakeholder  Satpol
PP dalam integrasi data dan laporan untuk

database TIPIRING Di Indonesia

ALUR PIKIR 

KOMPREHENSIF 

1. Belum optimalnya Penerapan
Aplikasi e-PPNS

2. Pendataan data TIPIRING yang

dilakukan oleh Satpol PP
masih Manual

3. Belum terintegrasinya Laporan
Satpol PP khususnya untuk

TIPIRING

4. Kemampuan Penyidik dalam
hal Informasi data dari Satpol

PP belum Optimal
5. Kinerja Satpol PP dalam hal

informasi data dan Laporan

Tipiring Belum Sepenuhnya Di
berdayakan

1. Penerapan Aplikasi e-PPNS

Menjadi Optimal

2. Pendataan data TIPIRING yang
dilakukan oleh Satpol PP melalui

Sisitem Digital

3. Terintegrasinya Laporan Satpol PP

khususnya untuk TIPIRING

4. Kemampuan Penyidik dalam hal
Informasi data dari Satpol PP

menjadi Optimal

5. Kinerja Satpol PP dalam hal

informasi data dan Laporan

Tipiring dapat Sepenuhnya Di
berdayakan

TRASFORMASI DIGITAL PROSES  PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN
PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI E-PPNS
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Tujuan & Manfaat 
Proyek Perubahan 

 
   TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 

 
TERJADINYA KOLABORASI DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YG CEPAT 

TERKAIT DGN DATA TIPIRING PADA PPNS SATPOL PP YANG 
MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM KPD PIMPINAN/PEMERINTAH 

 
Pencapaian Proyek Perubahan tersebut dilakukan melalui dalam 3 tahapan tujuan 
yaitu : 
JANGKA PENDEK (M2 OKT – M2 DES 2022) 
a. Terbentuknya Team Efektif. 

b. Terlaksananya Audiensi & Sosialisasi ke Pimpinan 

Satpol PP DKI 

c. Tersusunnya Buku Manual Panduan input Data Tipiring 

ke E-PPNS  

d. Terlaksananya Penyempurnaan Sistem Database untuk 

Integrasi Laporan TIPIRING dari Satpol PP. 

e. Terlaksananya Pembuatan Surat Edaran sistem Inte 

grasi laporan TIPIRING dari Satpol PP  

f. Terlaksananya FGD dengan Internal PPNS Satpol PP untuk Formulasi Sistem 

        JANGKA MENENGAH (M3 DES 2022 – M3 APRIL 2023) 
 

a. Tersusunnya Anggaran penyempurnaan & 

Pengembangan Sistem. 

b. Terlaksananya Audiensi & Sosialisasi Ke Gubernur DKI,  

c. Terlaksananya  Analisis kebijakan Pimpinan  untuk 

Integrasi Sistem e-PPNS terhadap Laporan & integrasi 

data dari Satpol PP. 

d. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Satpol PP 

DKI menuju SDM Digital, 

b. e. Terimplementasi sistem            E-PPNS untuk 
Integrasi data dan Laporan Satpol PP DKI untuk 
TIPIRING 
 

JANGKA PANJANG (MEI 2023 – SETERUSNYA) 
 

a. Terlaksananya Audiensi dan Sosialisasi ke Gubernur         Se-

Indonesia,  

b. Terlaksananya Audiensi & Sosialisasi ke Satpol PP Seluruh 

Indonesia, 

c. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Satpol PP 

Seluruh Indonesia  menuju SDM Digital  

d. Terimplementasi sistem E-PPNS untuk Integrasi data dan 

Laporan Satpol PP Seluruh Indonesia untuk TIPRING 

B 
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MANFAAT  PROYEK PERUBAHAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLRI PEMERINTAH MASYARAKAT

1. Meningkatkan kinerja organisasi dalam

penyidikan tindak pidana di bidang

TIPIRING
2. Pencapaian sasaran strategis

Bareskrim Polri dalam Penanganan

TIPIRING

3. Meningkatnya kapabiltas, kinerja dan

profesionalitas penegak hukum Polri.
4. Terwujudnya Bareskrim Polri yang

Presisi.

1. Sebagai wujud dan dukungan terhadap komitmen

pemerintah Indonesia dalam membangun Penanganan

TIPIRING
2. Adanya persamaan persepsi dalam penerapan penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana di bidang TIPIRING

3. Adanya kebijakan yang tepat sasaran bersama dengan

stakeholders eksternal untuk mewujudkan kepastian

hukum dalam penanganan TIPIRING
4. Sebagai sumber data referensi untuk permohonan SKCK

&Permohonan visa luar negeri

5. Permintaan data khusus lainnya kepada

pemerintah/ Lembaga/ Badan/ Perusahan/ Swasta

6. Menciptakan Kolaborasi dalam Penanganan Tipiring Di
Indonesia

7. Menciptakan Integrasi data dan informasi dalam laporan

TIPIRING

1. Meningkatnya tata kelola

yang ditandai dengan

adanya ketertiban
lingkungan dan ketenangan

masyarakat

2. Terciptanya keadilan bagi

semua pihak terhadap

tindak pidana yang terjadi.
3. Mewujudkan kepercayaan

publik (trust building)

dalam penegakan hukum

melalui penyelidikan dan

penyidikan TIPIRING
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Ouput & Outcome 
Proyek Perubahan 
 

OUTPUT 
1. PEMBUATAN SURAT EDARAN/BUKU 

PANDUAN/MANUAL BOOK E-PPNS INPUT 
DATA TIPIRING  

2. SISTEM E-PPNS INTEGRASI LAPORAN 
TIPIRING DARI SATPOL PP 

3. LAPORAN HASIL FGD DENGAN INTERNAL 
PPNS UNTUK FORMULASI SISTEM E-PPNS 

 

a. Pada Jangka Pendek Terbentuknya Team Efektif, Terlaksananya 

Audiensi & Sosialisasi Dengan Kasatpol PP DKI Jakarta,Terselesaikannya 

Pembuatan Buku Manual Panduan, Terlaksananya Penyempurnaan 

Sistem Database Untuk Integrasi Laporan TIPIRING Dari Satpol PP, 

Terlaksannya Pembuatan Surat Edaran sistem Integrasi laporan TIPIRING 

dari Satpol PP Serta Terlaksananya FGD dengan Internal PPNS Untuk 

Formulasi Sistem 

b. Pada Jangka Menengah Terlaksananya Penyusunan Anggaran 

penyempurnaan & Pengembangan Sistem, Terlaksananya Audiensi & 

Sosialisasi Ke Gubernur DKI, Terlaksananya Audiensi & Sosialisasi ke 

Pimpinan Satpol PP DKI , Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM 

Satpol PP DKI Jakarta menuju SDM Digital serta terimplementasikannya 

sistem E-PPNS untuk Integrasi data dan Laporan Satpol PP DKI untuk 

TIPIRING 

c. Pada Jangka Panjang  Terlaksananya Audiensi dan Sosialisasi Ke 

Gubernur Se-Indonesia, Terlaksananya Audiensi & Sosialisasi ke Satpol 

PP Seluruh Indonesia, Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM 

Satpol PP Seluruh Indonesia  menuju SDM Digital, Terimplementasi sistem 

E-PPNS untuk Integrasi data dan Laporan Satpol PP Seluruh Indonesia 

Untuk TIPIRING 

 

                     Sedangkan outcomenya adalah : 
 

1. PEMANFATAN DATA TIPIRING MENJADI BAGIAN STATISTIK KRIMINAL 
NASIONAL GUNA MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH. 

2. MEWUJUDKAN PROGRAM PEMERINTAH TERKAIT SATU DATA 
INDONESIA KHUSUSNYA SATU DATA KRIMINAL 
KEMENTERIAN/LEMBAGA 

 

C 



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

 

 

Tahapan 
(Milestone) 

Tabel 2 : PENTAHAPAN JANGKA PENDEK  
 

(M2 OKTT s.d M2 DES 2022) 
 
 

 

 

TASK AKTIVITAS OUTPUT WAKTU STAKEHOLDER 

1. 

Pembentukkan 

Team Efektif 

a. Penyusunan 

Formasi Team 

b. Pembentukkan 

& sprin 

c. Rapat Team 

Efektif 

Sprin Team 

Efektif 

M2 OKT 

2022 

a. Bareskrim Polri 

b. Korwas PPNS 

c. Kabagminsidik 

PPNS 

d. Staf Korwas 

PPNS 

2.  Audiensi & 

Sosialisasi Ke 

Satpol PP DKI 

Jakarta 

a. Pembuatan & 

Pengiriman 

Undangan 

Audiensi 

b. Pelaksanaan 

Audiensi 

c. Pembuatan 

Notulensi Hasil 

Audiensi 

Notulensi hasil 

Audiensi 

M3 OKT 

2022 

a. Korwas PPNS 

b. Kabagminsidik 

PPNS 

c. Staf Korwas 

PPNS 

d. Kasatpol PP 

DKI 

3. Penyusunan 

Buku Manual 

a. Penyusunan 

Flow Sisitem 

Penyempurnaan 

E-PPNS 

b. Penyusunan 

Draft Buku 

pedomana 

c. Finalisasi Buku 

Pedoman 

d. Pencetakan 

Buku Pedoman 

Buku pedoman 
M4 OKT  

2022 

a. Korwas PPNS 

b. Kabagminsidik 

PPNS 

c. Staf Korwas 

PPNS 

D 
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TASK AKTIVITAS OUTPUT WAKTU STAKEHOLDER 

1. Pembuatan 

Surat Edaran sistem 

Integrasi laporan 

TIPIRING dari  

Kasatpol PP  

a. Penyusunan draft 
Surat Edaran 

b. Pengesahan Surat 
Edaran 

c. Pengiriman Surat 
Edaran 

Surat Edaran 
Kasatpol PP 

M1 DES  
2022 

a. Bareskrim Polri 
b. Korwas PPNS 
c. Kabagminsidik PPNS 
d. Staf Korwas PPNS 

2. Terlaksananya 
FGD dengan 
Internal PPNS 
Satpol PP untuk 
Formulasi Sistem  

a. Pembuatan Undangan 
FGD 

b. Penyusunan Skema & 
mekanisme FGD 

c. Pelaksanaan FGD 

Notulensi hasil 
FGD 

M2 DES 
2022 

a. Korwas PPNS 
b. Kabagminsidik PPNS 
c. Staf Korwas PPNS 
d. Kasatpol PP DKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Penyempurnaan 

Sistem Database 

untuk Integrasi 

Laporan 

TIPIRING dari 

Satpol PP. 

a. Kajian terhadap 

sistem e-PPNS 

b. Penyempurnaan 

Sistem 

c. Pembahasan 

Finalisasi 

Sistem 

d. Tahapan uji 

coba Sistem 

Sistem e-PPNS 

yang 

Disempurnakan 

M1 -  M4 

NOP  

2022 

a. Korwas PPNS 

b. Kabagminsidik 

PPNS 

c. Staf Korwas 

PPNS 

d. Pengembang 

Aplikasi 
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Tabel 3 : PENTAHAPAN JANGKA MENENGAH 

(M3 DES 2022 – M4 APRIL 2023) 
 

 
TASK AKTIVITAS OUTPUT WAKTU STAKEHOLDER 

1. Tersusunnya 
Anggaran 
penyempurnaan & 
Pengembangan Sistem. 

a. Penyusunan kebutuhan 
Pengembangan sistem 
lebh lanjut 

b. Proses penyusunan 
anggaran 

c. Proses persetujuan 
anggaran  

d. Pengajuan anggaran ke 
RKA 

Anggaran 
M3 – M4 
DES 2022 

a. Bareskrim Polri 
b. Korwas PPNS 
c. Kabagminsidik 

PPNS 
d. Staf Korwas PPNS 

2. Terlaksananya 
Audiensi & Sosialisasi 
Ke Gubernur DKI, 

a. Pengiriman Undangan 
b. Pelaksanaan Audiensi 
c. Pembuatan Notulensi 

hasil Audiensi 

Notulensi 
Audiensi 

M1 – M2 
JAN 2023 

a. Gubernur DKI 
Jakarta 

b. Bareskrim Polri 
c. Korwas PPNS 
d. Kabagminsidik 

PPNS 
e. Staf Korwas PPNS 

3. Terlaksananya  
Analisis kebijakan 
Pimpinan  untuk 
Integrasi Sistem e-PPNS 
terhadap Laporan & 
integrasi data dari 
Satpol PP. 

a. Audiensi dengan 
Pimpinan Polri 

b. Pelaporan hasil integrasi 
data Satpol DKI 

c. Penyusunan Surat 
Edaran 

d. Pengiriman Surat Edaran 

Surat 
Edaran 

M1 – M2 
FEB 2023 

a. Bareskrim Polri 
b. Korwas PPNS 
c. Kabagminsidik 

PPNS 
d. Staf Korwas PPNS 

4. Peningkatan 
Kompetensi SDM Satpol 
PP DKI menuju SDM 
Digital, 

a. Penyusunan TOR 
Pelatihan 

b. Pengiriman Undangan Ke 
Peserta 

c. Pelaksanaan pelatihan 

TOR 
Pelatihan 

M3 FEB – 
M3 MAR 
2023 

a. Bareskrim Polri 
b. Korwas PPNS 
c. Kabagminsidik 

PPNS 
d. Staf Korwas PPNS 
e. Kasatpol PP DKI 

5. Implementasi sistem            
E-PPNS untuk Integrasi 
data dan Laporan Satpol 
PP DKI untuk TIPIRING  

a. Pengiriman Undangan 
b. Penyiapan Sarana & 

Prasarana 
c. Pelaksanaan 

Implementasi 
d. Anev Implementasi 

Sistem Inovasi 

TRIAL RUN 
& ANEV  

M4 MAR – 
M3 APR 
2023 

a. Korwas PPNS 
b. Kabagminsidik 

PPNS 
c. Staf Korwas PPNS 
d. Kasatpol PP DKI 
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Tabel 4 : PENTAHAPAN JANGKA PANJANG 

(MEI  2023 s.d SETERUSNYA)  

 

 
TASK AKTIVITAS OUTPUT WAKTU STAKEHOLDER 

1. Pelaksanaa 
Audiensi dan 
Sosialisasi ke 
Gubernur         Se-
Indonesia,  

a. Pengiriman 
Undangan 

b. Pelaksanaan 
Audiensi 

c. Pembuatan 
Notulensi hasil 
Audiensi 

Notulens 
ANEV 
Harmonisasi 
Kebijakan 
Strategis 

MEI – 
DES 
2023 

a. Gubernur Se-
Indonesia 

b. Bareskrim 
Polri 

c. Korwas PPNS 
d. Kabagminsidik 

PPNS 
e. Staf Korwas 

PPNS 
f. Kapolda 

Seluruh 
Indonesia 

2. Pelaksanaan 
Audiensi & 
Sosialisasi ke 
Satpol PP Seluruh 
Indonesia, 

a. Pembuatan & 
Pengiriman 
Undangan Audiensi 

b. Pelaksanaan 
Audiensi 

c. Pembuatan 
Notulensi Hasil 
Audiensi 

Notulensi 
ANEV hasil 
Kegiatan 

JAN  – 
JUL 
2024 

a. Bareskrim 
Polri 

b. Korwas PPNS 
c. Kabagminsidik 

PPNS 
d. Staf Korwas 

PPNS 
e. Kasatpol PP 

Seluruh 
Indonesia 

3. Peningkatan 
Kompetensi SDM 
Satpol PP Seluruh 
Indonesia  menuju 
SDM Digital  

a. Pengiriman 
Undangan 

b. Penyiapan Sarana & 
Prasarana 

c. Penyusunan 
Narasumber 

d. Pelaksanaan 
Pelatihan 

ANEV 
Pelatihan 

AGT – 
OKT 
2024 

a. Bareskrim 
Polri 

b. Korwas PPNS 
c. Kabagminsidik 

PPNS 
d. Staf Korwas 

PPNS 
e. Kasatpol PP 

Seluruh 
Indonesia 

4. Implementasi 
sistem           E-
PPNS untuk 
Integrasi data dan 
Laporan Satpol PP 
Seluruh Indonesia 
untuk TIPRING  

a. Pengiriman 
Undangan 

b. Penyiapan Sarana & 
Prasarana 

c. Pelaksanaan 
Implementasi 

d. Anev Implementasi 
Sistem Inovasi 

ANEV 
Implementasi 

NOP – 
DES 
2024 

a. Bareskrim Polri 
b. Korwas PPNS 
c. Kabagminsidik 

PPNS 
d. Staf Korwas 

PPNS 
e. Kasatpol PP 

Seluruh 
Indonesia 
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BAB II PELAKSANAAN PROYEK 
PERUBAHAN 

Capaian Tahapan 
Proyek Perubahan  
 
 

 
 
 
embentukkan Team efektif dimaksudkan untuk implementasi Learning 
Organization dalam Organisasi Proyek Perubahan , Melakukan 
Koordinasi, Problem Solving, Pembinaan dan Evaluasi untuk 
pencapaian Proyek perubahan terutama dalam Jangka Pendek. 
 

GAMBAR 4 : RAPAT TEAM EFEKTIF  

 

 

 

 

 

 

 

 

Team efektif di bentuk berdasarkan Sprin team efektif yang diterbitkan oleh Kepala 
Bareskrim Polri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

P 

PEMBENTUKKAN TEAM EFEKTIF (1)  
TUJUAN  : Melakukan Pembentukkan Team Efektif Untuk  
                   Implementasi Proper & Efektifitas Pencapaian 
OUTPUT  : Sprin Team Efektif 

M2 OKT  
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elaksanaan & audiensi ke Kepala Satpol PP DKI Jakarta berserta jajaran yang 
dimaksudkan untuk menjelaskan rencanan integrasi data dalam informasi dan 
pencatatan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dslam. Sistem e-PPNS dan 
diharapkan dapat mendukung serta berpartisipasi. 
GAMBAR 5 : AUDIENSI & SOSIALISASI KE SATPOL PP DKI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audiensi & sosialisasi menghasilkan Notulensi yang isinya merupakan komitment 
tundak lanjut untuk integrasi data TIPIRING  dalam sistem e-PPNS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

M3 OKT  2022 

AUDIENSI & SOSIALISASI KE SATPOL PP 
DKI JAKARTA (2) 

TUJUAN  : Melakukan Audiensi & Sosialisasi Ke Satpol PP  
                    DKI Jakarta 
OUTPUT  : Implementasi Marketing Sektor Publik 
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roject Leader bersama team efektif dan stakeholder melakukan rancangan 
pembuatan buku manual dalam sistem integrasi informasi Tindak pidana 
Ringan TIPIRING khusunya untuk integrasi data Satpol PP melalu sistem e- 
PPNS.  

GAMBAR 6 : RAPAT PENYUSUNAN BUKU MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapat berhasil melakukan pembuatan Buku Manual e-PPNS dalam sistem integrasi 
data TIPIRING Satpol PP yang dapat digunakan dalam panduan untuk masuk sisitem 
aplikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

M4   OKT   2022 

PENYUSUNAN BUKU MANUAL (3) 

TUJUAN  : Melakukan Penyusunan Buku Manual Untuk  
                    Sistem e-PPNS TIPIRING 
OUTPUT  : Buku Manual 
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elaksanaan rapat untuk penyempurnaan Sisitem database untuk integrasi 
laporan tindak pidana ringan (TIPIRING) dari Satpol PP dengan 
mengundang team efektitf dan juga dari pihak Satpol PP. 
 

GAMBAR 7 : RAPAT PENYEMPURNAAN DESAIN SISTEM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari penyempurnaan sistem tersebut dapat dijelaskan bahwa dibuatkannya folder 
untuk masuknya stakeholder Satpol PP yang nantinya dapat mereka akses dan 
lakukan pengisian dan memudahkan juga bagai PPNS Bareskrim melakukan integrasi 
data tindak pidana ringan yang didapat dari laporan Satpol PP. Laporan tersebut 
dapat di akses semua pemprov Satpol PP seluruh Indonesia. 
 
 
 

P 

M1  -    M 3 4 NOP 2022 

PENYEMPURNAAN SISTEM DATABASE UNTUK 
INTEGRASI LAPORAN TIPIRING DARI SATPOL 
PP (4) 

TUJUAN  : Melakukan Penyempurnaan Sistem  
                    Database Untuk Integrasi Laporan TIPIRING  
                    Dari Satpol PP (5) 
OUTPUT  : Sistem Update 
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Format penyempurnaan sistem e-PPNS tersebut dapat disampaikan pada sistem di 
bawah ini : 
 

 

 

  

“INPUT DATA

TINDAK PIDANA RINGAN 

SATPOL PP PROVINSI / KABUPATEN 

MELALUI E-PPNS

“

1

Input Data 
Laporan
Kejadian

Forum Diskusi

Modul Forum

Jadwal 
Supervisi

Jadwal
Latkatpuan

Umum

Penginputan Data Pembinaan

• Pelapor
• Barang Bukti
• Tersangka
• Korban
• Saksi
• TKP
• Banops
• Tindak Lanjut

Input Data 
Personel

PPNS

Aplikasi PPNS

Input Data 
Tipiring/

Pelanggaran

• Pelapor
• Barang Bukti
• Pelanggar
• Saksi
• TKP
• Banops
• Tindak Lanjut

Pelatihan & Supervisi

Management 
User

• Username
• Nama
• Email 
• No.HP
• Jabatan
• Password
• Wilayah Kerja
• Masa Berlaku

• Nama 
• NIP
• Jabatan
• Pangkat
• Nomor KTP
• Masa 

Berlaku
• Wilah Kerja
• SKEP

FITUR BARU TIPIRING/PELANGGARAN

DASHBOARD DATA PERSONEL

DASHBOARD DATA TIPIRING / PELANGGARAN

MENU INPUT TIPIRING/PELANGGARAN

MENU MANAJEMEN USER 

FITUR BARU APLIKASI

DASHBOARD DATA PERSONEL
Dashboard data personel berisikan informasi terkait data – data personel yang telah diinput kedalam aplikasi. 
Data berupa jumlah personel, status personel, wilayah kerja dan pangkat golongan.

FITUR BARU APLIKASI

DASHBOARD DATA TIPIRING
Dashboard data tipiring berisikan informasi terkait data – data tipiring yang telah diinput kedalam aplikasi. Data 
berupa jumlah tipiring, saksi, terlapor, motif, tinjut, dll.

FITUR BARU APLIKASI

MENU INPUT TIPIRING/PELANGGARAN
Pada menu ini user dapat menginput data tipiring/pelanggaran. Dimana data yang diinput berupa informasi
tipiring/pelanggaran, pelapor, saksi, pelanggar, barang bukti, tkp, ban.ops dan tinjut. Menu ini diperuntukan

bagi ditjen/badan/deputi yang menangani tipiring/pelanggaran.

FITUR BARU APLIKASI

HALAMAN AWAL TAMPILAN MENU TIPIRING/PELANGGARAN

FITUR BARU APLIKASI

KORWAS PPNS
1. KORWAS PPNS MELAKUKAN MONITORING TERKAIT PENGINPUTAN 

DATA KEDALAM APLIKASI PPNS 

2. DAPAT MEMBUAT USER ADMIN PUSAT SETIAP DITJEN/BADAN/DEPUTI

ADMIN K/L

1. ADMIN K/L DAPAT MENGINPUT DATA

2. MEMBUAT USER INPUT DATA BERDASRKAN TINGKAT WILAYAH KERJA 

3. UNTUK USER WILAYAH (PROVINSI – KABUPATEN KOTA) DIBUAT 
SESUAI DENGAN WILAYAH ADMINISTRASI MASING – MASING WILAYAH

USER INPUT 
DATA

1. MENGINPUT DATA KEDALAM APLIKASI E-PPNS
2. UNTUK USER TINGKAT PUSAT DAPAT MELIHAT SELURUH DATA YANG 

DIINPUT KEDALAM APLIKASI DARI TINGKAT PUSAT – WILAYAH
3. UNTUK USER TINGKAT WILAYAH HANYA DAPAT MELIHAT DATA SESUAI 

WILAYAHNYA DAN TINGKATAN WILAYAH DIBAWAHNYA

Contoh:
User Input data provinsi DKI Jakarta dapat melihat data – data yang diinput oleh 

User input data kabupaten/kota (Jakarta selatan, Jakarta utara, Jakarta timur, 
Jakarta pusat, Jakarta barat)

FITUR BARU APLIKASI

HALAMAN AWAL MANAJEMEN USER
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embuatan surat edaran sistem integrasi  yang dikeluarkan oleh Kepala 
Bareskrim Polri dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai dasar untuk 
melakukan integrasi sistem dalam sistem e-PPNS dan khususnya untuk 
kewajiban integrasi data penenganan tindak pidana ringan (TIPIRING) 
sehingga masing masing Stakeholder maupun Birokorwas PPNS 

Bareskrim Polri dapat mematuhi dan menerapkannya, 
GAMBAR 8 : RAPAT KEGIATAN PEBUATAN SURAT EDARAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada rapat tersebut dihasilkan surat edaran dari Kepala Bareskrim Polri sekaligus 
sudah ditanda tanganinnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

M4 NOP  

PEMBUATAN SURAT EDARAN SISTEM INTEGRASI 
LAPORAN TIPIRING DARI KASATPOL PP(5) 

TUJUAN  : Melakukan Pembuatan Surat Edaran Sistem  
                   Integrasi Laporan Tipiring Dari Kasatpol PP  
OUTPUT  : Surat Edaran 
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Proyek Perubahan ini di rancang untuk menjawab isu strategis dalam 

integrasi data tindak pidana ringan (TIPIRING) yang pada saat ini pelaksanaannya 
belum optimal dan belum terjadinya integrasi data antar Stakeholder , hal yang dicapai 
pada proyek perubahan sebagai implementasi kepemimpinan 
Strategis antara lain : 
 
 
1. Pembuatan Buku Manual cara pengisian e-PPNS dalam 

tindak pidana Ringan (TIPIRING) khususnya untuk Satpol 

PP. Dengan adanya manual book ini memandu para 

pengguna baik dari Bareskrim Polri maupun pihak Satpol 

PP sehingga memudahkan dalam pengoperasian. 

 

 

 

2. Notulensi hasil auidensi dan sosialisasi menghasilkan komtimen bersama antara 

Birokorwas PPNS dan Satpol PP phase pertama 

adalah Satpol PP DKI dalam integrasi data tindak 

pidana ringan (TIPIRING) 

 

 

 

3. Penyempurnaan Sistem e-PPNS untuk 

Stakeholder Satpol PP dalam integrasi data 

Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) e-PPNS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Kepemimpinan Strategis  

“INPUT DATA

TINDAK PIDANA RINGAN 

SATPOL PP PROVINSI / KABUPATEN 

MELALUI E-PPNS
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Kendala & Solusi 
 

      Kendala : 

 
1. Padatnya kegiatan Kepolisian beserta Stakeholders di  tahun 2022 serta 

dalam kondisi  penyesuaian pola kerja akibat pasca pandemi Covid-19 
2. Sistem Inovasi terjadi keterlambatan dan kegagalan dalam operasi 
3. Proyek perubahan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, 

sedangkan perencanaan anggaran dilaksanakan satu tahun 
sebelumnya. 

 

      Resiko 
 

1. Tim pelaksana tidak dapat  melaksanakan pentahapan  proyek 

perubahan secara optimal 

2. Proyek perubahan tidak tepat waktu dan aplikasi/platform tidak dapat 

digunakan 

3. Tidak adanya anggaran 

 

Solusi 
 

1. Membangun kesadaran tim pelaksana bahwa proyek perubahan  ini 

2. Mendukung efektivitas dan efisiensi untuk transformasi Digital  

3. Mengoptimalkan rapat tatap muka dan Rapat Secara Virtual (Daring) 

4. Memberikan pemahaman dan meyakinkan bahwa proyek perubahan 

bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat 

5. Memastikan sumber daya yang dibutuhkan dalam sistem  terpenuhi 

6. Menyiapkan SDM yang handal dan mempunyai pengalaman 

7. Project Leader memanfaatkan anggaran yang sudah ada untuk 

dioptimalkan atau mrngalihkan atas anggaran yang lain 

8. Project leader berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk 

mensponsori dan memberikan dukungan anggaran 

9. Mengusulkan anggaran  pengembangan aplikasi pada  T.A.2023 dan 

T.A 2024 
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Implementasi Strategi 
Marketing 

 
trategi marketing ini diarahkan kepada stakeholder agar mendukung 

proyek perubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi 
stakeholder kemudian dilakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan 
stakeholder tersebut kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi 
dengan harapan seluruh stakeholder mendukung proyek perubahan 

 
              GAMBAR 9 : PETA STAKEHOLDER SETELAH PROYEK PERUBAHAN 

 

 
 
Setelah Proper dilaksanakan terjadi perpindahan Peta Stakeholder yaitu dari 
Sebelumnya di latent berpindah ke promotor, hal ini diakibatkan oleh Strategi 
Komunikasi yang dilaksanakan pada tahapan Proper Jangka pendek 

Defenders
1. Kapolda Seluruh Indonesia
2. Dirkrimsus Polda Seluruh

Indonesia
3. Gubernur Seluruh Indonesia
4. Kasatpol PP Seluruh Indonesia

1. Media massa
2. LSM

3. Praktisi Kebijakan Piblik

Apathetics
Kepentingan  
tinggi

Kepentingan
rendah

Pengaruh
tinggi

Promoters

Pengaruh  rendah

Latents

Kepentingan  
tinggi

Kepentingan
rendah

Pengaruh  
tinggi

Apathetics
Pengaruh

rendah

Manajemen

Kolaborasi

Sebelum

Sesudah

Latents

Promoters

PETA 
STAKEHOLDER

1. Media massa
2. LSM

3. Praktisi Kebijakan Publik

1. Kabareskrim Polri

2. Korwas PPNS Bareskrim Polri

3. Kabagminsidik PPNS Bareskrim
Polri

1. Kapusiknas Bareskrim Polri 
2. Kabagwasidik PPNS Bareskrim Polri
3. Kabid Bangsis Pusiknas Bareskrim Polri

4.. Kementerian Hukum dan HAM
5. Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan  Kemendagri
6. Gubernur DKI Jakarta
7. Kasatpol PP DKI Jakarta

1. Kabareskrim Polri

2. Korwas PPNS Bareskrim Polri

3. Kabagminsidik PPNS Bareskrim Polri

4. Ditjen Bina Administrasi Kewilayaan  Kementerian Dalam Negeri 

5. Gubernur DKI Jakarta

6. Kasatpol PP DKI Jakarta

Defenders
1. Kapolda Seluruh Indonesia
2. Dirikrimsus Polda Seluruh Indonesia
3. Gubernur  dan Kabupaten Seluruh Indonesia
4. Kasatpol PP Seluruh Indonesia

1. Kapusiknas Bareskrim Polri 
2. Para Kabag pada Biro Korwas  PPNS Bareskrim Polri
3. Kabid Bangsis Pusiknas Bareskrim Polri
4. Kabid Yaninfokrim Pusiknas Bareskrim Polri 

S 
C 
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Berdasarkan identifikasi Stakeholder diatas maka dilakukan  pemetaan berdasarkan 
analisis Mendeloy’s matrix  dengan pengelompokkan : 
Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat dibagi menjadi 4 
(empat) macam, yaitu:  
1. Stakeholder Promotors, yaitu stakeholder/orang-orang yang harus benar-

benar dilibatkan dan yang membawa pengaruh terbesar dalam proyek 
perubahan. 

2. Stakeholder Latent, yaitu stakehoder/ orang-orang dengan pengaruh tinggi 
namun kepentingannya rendah. Stakeholders ini bisa sangat membantu jika 
dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan;  

3. Stakeholder Defenders, yaitu stakeholder/ orang-orang yang memiliki 
ketertarikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang kecil. khususnya dalam 
komunikasi.  

4. Stakeholder Apathetics, yaitu stakehoders/ orang-orang yang pengaruh 
rendah dan kepentingan rendah, mereka tidak peduli terhadap proyek 
perubahan karena menjadi stakeholder secara kebetulan. 

 
Setelah pelaksanaan proyek perubahan terjadi perpindahan peta Stakeholder yaitu 
peta stakeholder dari kelompok Latents berpindah ke promotor seiiring dengen 
kepetingan yang tinggak dari masing masing Stakeholder terutama untuk 
Stakeholder dalam deteksi dini ancaman kejahatan narkoba objek vital kawasan 
industri. 

 
Strategi Mempengaruhi Stakeholder 
 

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan stakeholder selanjutnya dilakukan 
penyusunan strategi  dengan tujuan strategi yang masih memiliki pengaruh rendah 
atau kepentingan rendah bisa ditarik pada kuadran yang tinggi pengaruh dan 
kepentingannya. Untuk itu, peta strategi komunikasi yang disusun adalah sebagai 
berikut :  

GAMBAR 10 : STRATEGI MEMPENGARUHI STAKEHOLDER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEEP SATISFIED 

MANAGE CLOSELY 

MINIMAL EFFORT 

KEEP INFORMED 
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trategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran Stakeholder 
masing-masing, untuk Stakeholder pada kuadran Promotors, strategi 
yang digunakan adalah manage closely yaitu kelompok  stakeholder yang 
sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, Strategi komunikasi 
yang  digunakan adalah yang akan  meningkatkan dukungan dan  minat 
promotors terhadap proyek  perubahan :  

• Konsultasi secara reguler; 

• Pelaporan secara reguler; 

• Diskusi secara reguler; 

• Memberikan arahan dan  bimbingan teknis; dan 

• Memantau progres kegiatan  dan mengidentifikasi  hambatan terhadap proyek  
perubahan  

Kemudian untuk Stakeholder pada kuadran Defender strategi yang digunakan adalah 
Keep Informed , Stakeholder  ini terpengaruh oleh proyek perubahan namun tidak 
memberi dampak besar pada proyek perubahan Strategi komunikasi yang  digunakan 
adalah untuk  meningkatkan minat  stakeholders terhadap proyek  perubahan yaitu 
dengan  konsultasi dan sosialisasi  tentang Kolaborasi sistem Deteksi Dini Ancaman 
Kejahatan Narkoba. Kuadran Latent strategi komunikasi yang digunakan adalah Keep 
Satisfied dimana stakeholder ini adalah kelompok pihak-pihak yang memiliki 
wewenang dalam mengambil keputusan, Strategi komunikasi yang  digunakan adalah 
untuk  meningkatkan pengaruh  stakeholders agar  mendukung proyek  perubahan 
yaitu dengan  konsultasi yang reguler, sedangkan pada kuadran Aphatetic akan 
digunakan strategi minimal effort dimana Stakeholder  ini tidak (dan tidak diharapkan) 
untuk secara aktif terlibat dalam proyek perubahan, Strategi komunikasi yang  
digunakan adalah untuk  meningkatkan dukungan  stakeholders agar  mendukung 
proyek  perubahan yaitu dengan,  saling memberikan masukan  dan berbagi 
pengalaman  dengan koordinasi,  kolaborasi, edukasi dan  konsultasi. 

 
GAMBAR 11 : STRATEGI KOMUNIKASI DENGAN STAKEHOLDER 

 

NO STAKE HOLDER 
TEKNIS YANG 
DILAKUKAN 

STRATEGI 

 KOMUNIKASI 

  A. STAKEHOLDER INTERNAL 

1 Kabareskrim Polri 
Konsultasi, Mengarahkan 
& Memberi Dukungan 

Audiensi, Laporan & Konsultasi 

2 
Korwas PPNS Bareskrim 
Polri 

Konsultasi, Mengarahkan 
& Memberi Dukungan 

Audiensi, Laporan & Konsultasi 

3 
Kabagminsidik PPNS 
Bareskrim Polri 

Koordinasi, Mengarahkan, 
Memberi Dukungan dan 
Menyetujui Proper 

Audiensi, Laporan, Konsultasi & 
Persetujuan Proper 

4 
Direktur  Di Lingkungan 
bareskrim Polri 

Koordinasi & Konsultasi Audiensi, Laporan & Konsultasi 

5 
Kabagwasidik PPNS 
Bareskrim Polri 

Koordinasi & Konsultasi Audiensi, Laporan & Konsultasi 

6 
Kabid Bangsis Pusiknas 
Bareskrim Polri 

Koordinasi & Konsultasi Audiensi, Laporan & Konsultasi 

7 
Kapolda Seluruh 
Indonesia 

Koordinasi & Konsultasi Laporan & Koordinasi 

S 
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8 
Dirkrimsus Polda Seluruh 
Indonesia 

Koordinasi & Konsultasi Koordinasi 

  B. STAKEHOLDER EKSTERNAL 

1 
Ditjen Bina Kewilayahan 
Depdagri 

Konsultasi, Mengarahkan 
& Memberi Dukungan 

Audiensi, Laporan & Konsultasi 

2 Gubernur DKI Jakarta 
Konsultasi, Mengarahkan 
& Memberi Dukungan 

Audiensi, Laporan & Konsultasi 

3 Kasatpol PP DKI Jakarta 
Konsultasi, Mengarahkan 
& Memberi Dukungan 

Audiensi, Laporan & Konsultasi 

4 
Gubernur Seluruh 
Indonesia 

Konsultasi, Mengarahkan 
& Memberi Dukungan 

Audiensi, Laporan & Konsultasi 

5 
Kasatpol PP Seluruh 
Indonesia 

Konsultasi, Mengarahkan 
& Memberi Dukungan 

Audiensi, Laporan & Konsultasi 

6 
Media massa 

Memberikan Bantuan 
Sosialisasi 

Sosialisasi 

7 LSM 
Memberikan kritikan Untuk 
kesempurnaan Proper 

Sosialisasi 

8 Praktisi Kebijakan Publik 
Memberikan kritikan Untuk 
kesempurnaan Proper 

Sosialisasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

        Surat Dukungan Stakeholder 
    

   

KABAGWASIDIK  PPNS 
BARESKRIM POLRI 

KABID  BANGSIS PUSIKNAS 
BARESKRIM  POLRI 

KAPUSIKNAS BARESKRIM 
POLRI 

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

KABAGBANOPS PPNS 
ROKORWAS BARESKRIM POLRI 

KABID PPNS SATPOL PP 
DKI JAKARTA 

KABAGBIN PPNS ROKORWAS  
BARESKRIM POLRI 
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Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan 

trategi marketing sebagai kunci keberhasilan dari Proyek Perubahan 
khusus untuk sektor publik. Proyek perubahan ini sangat bersentuhan 
dengan sektor publik karena menyangkut peningkatan kualitas pelayanan 
publik melalui suatu  pengembangan sistem pelayanan yang sebelumnya 
manual menjadi digital , adalah dengan penerapan 4 P 1 C yaitu : 

 

 
 
Key sukses factor menjadi standar untuk promosi di wilayah lainnya untuk 
menerapkan konsep serupa terutama utuk stakeholder lainnya terutama Satpol PP 
seluruh Indonesia di setiap wilayah maupun stakeholder lainnya. Promosi juga 
dilakukan melalui sosialisasi baik online maupun offline termasuk juga menggunakan 
sosial media. Rapat koordinasi , rapat  sosialisasi untuk  membangun sinergi dan  
kemitraan. 
 

 
 
 

S 
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Pemberdayaan 
Organisasi Pembelajar 

   
GAMBAR 10 TATA KELOLA  PROYEK PERUBAHAN 

 
 
 
 
 
1. Membangun tean efektif yaitu menjelaskan tupoksi dari masing masing 

anggota maupun Pokja melalui rapat team efektif dan membuat job des 

masing masing Pokja seperti terlampir di bawah ini. 

2. Memberikan Pengarahan & pengembangan Kompetensi kepada team 

efektif melalui rapat dan ppertemuan secara offline di kantor Bareskrim 

Polri 

3. Menganalisis permasalahan dan Solusi yang dihadapai pada implementasi 

proper dan menemukan alaternatif terbaik dari isu Strategis. 

 

D 

LEARNING ORGANIZATION PROGRAM 

MENTOR
KBP Anjar Wicaksana S, S.I.K, M.A.P
Kabagminsidik PPNS Bareskrim Polri

PROJECT LEADER
BAYU NUSANTARA H, S.H, M.H

Korwas PPNS Bareskrin

TIM EFEKTIF

POKJA Administrasi

COACH

Dr. Dodi Riyadmadji, M.N
Widya Iswara

POKJA Data dan Informas
Serta Pengembanga
Sistem

POKJA Humas Stakeholder
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embentukan team efektif dilakukan dengan tujuan untuk membantu 
project leader dalam mengimplementasikan semua proyek perubahan 
dari semua pentahapan yang telah dirumuskan, team efektif membantu 
project leader dalam mengkordinir, menganalisis serta kegiatan dari 
output proyek perubahan yaitu Transformasi Digital Proses 
Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING). Aktivitas yang 
dijalankan dalam pembentukan team efektif yaitu merumuskan langkah 

langkah dalam semua aktivtias pentahapan dari milestone, juga melakukan strategi  
komunikasi efektif kepada stakeholder, team efektif juga telah menyusun rencana 
kerja pada proyek perubahan dan melakukan evaluasi pada setiap progress 
pelaksanaan implementasi, team efektif proyek perubahan tersebut dengan struktur 
organisasi sebagai berikut : 
 

TUGAS POKOK & FUNGSI  
 
a. Mentor/Project Sponsor :  

o Memberikan arah dalam pembuatan rancangan maupun implementasi dari 

proyek perubahan 

o Memberikan dukungan dalam pembuatan rancangan maupun implementasi 

dari proyek perubahan 

o Memberikan persetujuan dan kesepakatan atas Rancangan Proyek 

Perubahan, memberikan bimbingan dan advise kepada project leader dalam 

melaksanakan implementasi proyek perubahan. 

b. Coach  :  
o Memberikan arahan perihal teknik penulisan rancangan maupun laporan 

proyek perubahan 

o Membantu memberikan konsultasi dan memantau kegiatan pelaksanaan 

proyek perubahan. 

 

c. Project Leader :  

o Merancang proyek perubahan 

o Melakukan eksekusi langsung terhadap semua kegiatan baik dari rancangan, 

implementasi kegiatan proyek perubahan maupum membuat laporan akhir. 

o Memimpin langsung jalannya kegiatan proyek perubahan 

 
d. Pokja 1, Humas & Administrasi : 

o Membantu project leader untuk komunikasi kepada masyarakat maupun 

kepada stakeholder 

o Memberikan informasi kepada stakeholder tentang implementasi kegiatan dan 

memberikan update data yang diperlukan oleh stakeholder maupun project 

leader 

o Membantu project leader dalam merancang surat kebijakan dan skema 

kebijakan  termasuk membuat standar operasional prosedur yang di 

pergunakan untuk mendukung aturan Kolaborasi dalam integrasi data 

TIPIRING. 

P 
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o Menelaah peraturan peraturan lain yang kemungkinan terjadinya overlapping 

termasuk produk hukum di Kepolisian maupun Stakeholder 

 

e. Pokja 2, Dokumentasi 

o Mempersiapkan dokumen dan administrasi yang di butuhkan baik dari 

rancangan, implementasi maupun laporan dalam proyek perubahan 

o Melakukan dokumentasi baik video, photo dan lainnya dalam setiap aktivitas di 

proyek perubahan. 

 

f. Pokja 3, Sistem, Teknisk & Operasi : 
o Membantu project leader dalam menyiapkan kegiatan teknik proyek perubahan 

o Membantu memberikan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan produk dari 

output proyek perubahan 

o Membantu project leader dalam memecahkan masalah masalah berkaitan 

dengan teknik dan operasi kegiatan proyek perubahan. 

Rapat dalam team efektif disamping untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya 
kegiatan proper dalam Jangka Pendek juga dimaksudkan utnuk proses organisasi 
pembelajar yaitu melakukan juga Transfer Knowledge dan Pemahaman kepada 
anggota team efektif. 
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Keberlanjutan Proyek 
Perubahan 

royek Perubahan ini akan terus dilanjutkan baik pada Jangka menengah 

majupun Jangka Pendek antara lain dengan melanjutksn kerjasama dengan 

Stakeholder lainnya dalam jasa Ekspedisi dengan melakukan sosialisasi dan 

pembinaan baik di tingkat pusat maupun daerah dengan target terjadinya 

pengawasan peredaran narkoba pada jasa Ekspedisi sebgai outpur akhir 

Indonesia terbebas dari narkoba. Komitmen untuk melanjutkan Proyek 

Perubahan ini di tuangkan dalam bentuk Komitmen Bersama dari mentor, 

Pimpinan maupun Project Leader sebagai peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 

II 

KOMITMEN MELANJUTKAN JANGKA 

MENENGAH & JANGKA PANJANG

 
 

E 

P 
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IMPLEMENTASI 
PENGEMBANGAN POTENSI 
DIRI 

 
 
 
 

KEGIATAN YANG DILAKUKAN : 
 

1. Melakukan kajian bersama Satpol PP dengan Biro Korwas 

PPNS Bareskrim Polri melalui Focus Group Discussion 

apabila ada kendala dalam melakukan penginputan data 

penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) pada PPNS 

Satpol PP Propinsi/Kabupaten melalui E-PPNS. 

2. Melakukan pengorganisasian team efektif untuk komunikasi 

dengan Stakeholder dan terlaksananya perjanjian kerjasama 

dengan Satpol PP sebagai output dari kepemimpinan 

Strategis.  

3. Melakukan Kegiatan Belajar dari youtube, literasi buku, 

googel dalam konsep Kepemimpinan Digital di Era Revolusi 

Industri 4, dan juga mengikuti pelatihan Pelayanan publik 

serta tata kelola pemerintah Digital 

 
 
 

Nama Peserta : Bayu Nusantara H, S.H, M.H Nama Mentor : KBP  Anjar Wicaksana, S,  S.I.K, M.A.P

NRP : NRP :
Jabatan : PPNS Jabatan : Kabagminsisdik PPNS Bareskrim

Instansi : POLRI Instansi : POLRI

Program : PKN II

Sub Komponen 

Integritas

Sub Komponen 

Kerjasama

Rata-Rata Total           

Sub Komponen
Kualifikasi Total Sub 

Komponen
Peserta 9,00 9,00 9,00 Istimewa

Mentor 9,00 9,00 9,00 Istimewa

Nilai Rata-Rata     

Per Sub 

Komponen

9,00 9,00 9,00 Istimewa

Istimewa Istimewa Istimewa

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku

9,00

REKAP  NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nilai Komponen

9,00

Sub Komponen 

Mengelola Perubahan

9,00

9,00

Kualifikasi Per Sub 

Komponen
Istimewa

Kualifikasi:

Istimewa

F 
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BAB III PENUTUP 

   Faktor Kunci 
Keberhasilan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPEMIMPINAN
Komunikasi Efektif dengan

Stakeholder Untuk

mengembangkan Kepentingan

Nasional

INOVASI
Terbitnya SOP, MOU, Buku

Pedoman serta Sistem Inovasi

Penyempurnaan Sistem e-PPNS

KOLABORASI
Dukungan Semua Stakeholder 

Pada Proper Serta Komunikasi

Yang Efektif

LEARNING 
ORGANIZATION

Pemberdayaan team & organisasi

serta Peningkatan Kompetensi

SDM

A 

KOLABORASI,  
TRANSFORMASI
,  BERMANFAAT 
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Lesson Learnt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESSON 
LEARNT

Komunikasi, Sinergitas

dan Kolaborasi
Merupakan Kunci

Keberhasilan Proyek
Perubahan

Pemimpin harus

mempunyai kemampuan

dalam menggerakkan

semua sumberdaya untuk

mencapai sasaran suatu

organisasi

Organisasi yang efektif

adalah organisasi yang 

mampu beradaptasi

atas perubahan

lingkungan dengan

strategi yang tepat

Inovasi & Penerapan

Teknologi merupakan

kunci utama suatu

organisasi untuk

merubah suatu

sistem

B

B 
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Kesimpulan, Saran & 
Rekomendasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C

B 
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LAMPIRAN PEMBENTUKKAN TEAM 

EFEKTIF 

a. SURAT UNDANGAN RAPAT 

b. NOTULENSI RAPAT 

c. ABSENSI 
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SURAT UNDANGAN RAPAT 
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NOTULENSI RAPAT TEAM EFEKTIF 
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      ABSENSI RAPAT TEAM EFEKTIF 
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LAMPIRAN AUDIENSI & SOSIALISASI 

  

d. NOTULENSI SOSIALISASI 

e. ABSENSI 
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NOTULENSI SOSIALISASI 
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ABSENSI SOSIALISASI 
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LAMPIRAN PEMBUATAN BUKU 

MANUAL 

  

f. UNDANGAN 

g. ABSENSI 
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UNDANGAN PEMBUATAN BUKU MANUAL 
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ABSENSI PEMBUATAN BUKU MANUAL 
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LAMPIRAN PENYEMPURNAAN SISTEM 

e-PPNS 

  

h. UNDANGAN 

i. ABSENSI 
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UNDANGAN PENYEMPURNAAN SISTEM e-PPNS 
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ABSENSI PENYEMPURNAAN SISTEM 
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LAMPIRAN SURAT EDARAN SISTEM  

  

j. UNDANGAN 

k. ABSENSI 

 



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

   UNDANGAN RAPAT PEMBUATAN SURAT UNDANGAN 
 

 
  



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

ABSENSI PEMBUATAN SURAT EDARAN 
 

  



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

 
  

 
LAMPIRAN FGD  

  

l. UNDANGAN 

m.ABSENSI 

 



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

UNDANGAN FGD 

 



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

ABSENSI FGD 



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

 



 

Bayu Nusantara Herminto  :  PKN -II : e-PPNS 

TRANSPORTASI DIGITAL PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN 

PADA PPNS SATPOL PP PROPINSI/KABUPATEN MELALUI e-PPNS 

 


